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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. 

Prinsip dasar dalam demokrasi adalah mengedepankan kaidah-kaidah nilai yang 

mengutamakan kepada kesetaraan dan kebebasan, dan adanya jaminan keadilan 

karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Demokrasi 

dapat dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan 

rakyat, sebagai pemegang hak kedaulatan atas Negara maka perlu diaktualisasikan 

dengan sebuah budaya politik yang merujuk pada model-model tertentu yang 

sesuai dengan kondisi sosial yang sesuai dengan maksud tersebut.
1
 Dalam 

menjalankan roda pemerintahan, rakyat diikutsertakan dalam menentukan arah 

keberlangsungan kehidupan bernegara. Hak dalam memilih dan dipilih 

merupakan hak konstitusional warga Negara yang diakui serta dijamin dalam 

undang-undang dasar (UUD) 1945. Termaktub dalam pasal 1 ayat (1) uud 1945 

“negara indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik”. 

Sebagai Negara yang berbentuk republik, pasal tersebut disandingkan dengan 

kedaulatan rakyat yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa 

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang 

dasar”. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menempatkan rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan, sesuai ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) 

UUD Negara Republik Indonesia tersebut kedaulatan pun harus dilaksanakan 

berdasarkan pada dasar konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945.
2
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Implementasi dari kedaulatan rakyat itu diantaranya dengan bentuk 

melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan di ranah publik termasuk 

dalam hal memilih pemimpin formalnya, pilkada langsung merupakan sebuah 

refleksi dari pemahaman kedaulatan rakyat tersebut. Bertepatan pada tahun 2020 

ini, pemilihan kepala daerah/pilkada serentak merupakan suatu agenda yang harus 

dilakukan sesuai amanat konstitusi untuk mewujudkan proses demokrasi. Proses 

ini menjadi harapan besar dalam mereduksi adanya monopoli kekuasaan yang 

seringkali dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Adapun harapan lain dari pelaksanaan pilkada langsung 

ini agar menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas tinggi terhadap 

masyarakat.
3
 Dari segi historis, pelaksanaan pilkada langsung ini sudah dilakukan 

sejak juni 2005. Hal yang mendasarinya adalah keberhasilan pemilihan presiden 

dan wakil presiden pada tahun 2004. Pemilihan kepala daerah langsung tercantum 

dalam undang-undang (UU) no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang 

merupakan UU hasil revisi atas UU No.22 Tahun 1999 mengenai substansi yang 

sama. 
4
 

Desember 2019 kondisi dunia dihadapkan dengan sebuah kejadian yang 

meresahkan masyarakat yaitu munculnya virus corona atau yang disebut covid-

19. Negara memiliki permasalahan baru dimana Negara harus bertanggung jawab 

untuk mencegah serta menghentikan penyebaran virus ini agar tidak meluas demi 

menyelamatkan tiap-tiap warga negaranya. Apabila dilihat dari sudut pandang 

hubungan internasional, dampak dari virus ini telah menyebar ke berbagai sektor 

kehidupan, bukan hanya sektor kesehatan yang paling utama, bahkan sektor 

ekonomi social serta politik pun terkena imbasnya, dengan kata lain situasi 

semacam ini melahirkan berbagai ancaman bagi manusia (human security), juga 
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bagi kestabilan Negara (state security) dan lebih luasnya secara global (global 

security).
5
 Keadaan ini akhirnya ditetapkan sebagai situasi pandemi, berbagai 

ancaman menghadang kestabilan dari berbagai sektor, baik kesehatan, ekonomi 

dan banyak hal lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh para ilmuwan untuk 

menemukan vaksin agar bisa mengendalikan penyebaran virus ini, namun selama 

proses penelitian tersebut memakan waktu yang lama sehingga tidak ada yang 

tahu kapan dapat ditemukan serta digunakan secara massal.
6
 Sebagai Negara 

terpadat keempat di dunia, perkiraan Negara kita akan menghadapi era ini dalam 

periode waktu yang lebih lama. Jumlah kasus di Indonesia sendiri terus meningkat 

dengan pesat pada juni 2020 tercatat 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus 

meninggal (PHOEC Kemenkes RI, 2020)
7
. Di jawa barat sendiri, khususnya 

kabupaten bandung pada sabtu, 26 september 2020 mencapai 709 kasus. Berbagai 

langkah serta kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pandemi 

ini, langkah awal yang dilakukan sesuai anjuran WHO yakni mensosialisasikan 

gerakan social distancing untuk masyarakat.
8
 

Kestabilan Negara perlu diperhatikan untuk menghadapi keadaan seperti ini. 

Akibat dari pandemi ini yakni adanya krisis tata kelola dan kebijakan penanganan 

pandemi di berbagai dunia.
9
 Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan 

pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia
10

 maka dari itu, dalam segala 
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hal yang menyangkut keselamatan serta menjaga warga Negara terhindar dari 

virus ini perlu adanya regulasi yang mengatur setiap kebijakan yang hendak 

dilakukan. 

Keadaan yang berbeda saat ini memberikan dampak yang signifikan, 

termasuk dalam agenda pilkada serentak ini meningkatnya kasus terkonfirmasi 

positif covid-19 pun menjadi salah satu permasalahan baru yang dihadapi. Pada 

awalnya pelaksanaan pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 23 

september 2020. Karena adanya kondisi ini, pemerintah melalui peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) no 2 tahun 2020 tentang perubahan 

ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan 

gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, akhirnya pemerintah 

menunda pelaksanaan menjadi tanggal 9 desember 2020.
11

 Menyikapi penundaan 

beberapa tahapan pilkada di masa pandemi covid-19 dapat menimbulkan berbagai 

dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Mengingat angka terkonfirmasi kasus positif pada 30 september 2020 saja hampir 

287.008 kasus.
12

 

Keputusan tersebut membuat khawatir berbagai pihak, dengan adanya 

penundaan pelaksanaan pilkada serentak ini menimbulkan perdebatan di kalangan 

akademisi serta pakar. Keputusan tersebut dianggap tidak realistis karena 

dianggap beresiko tinggi mengingat jumlah kasus positif di Indonesia masih terus 

meningkat dan belum terlihat landai secara statistik. Dalam perdebatan yang terus 

berjalan, kita perlu mengetahui yang menjadi landasan itu bukan hanya dari 

konsep ketatanegaraan yang dianut saja seperti halnya dalam prinsip pengertian 
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siyasah disebutkan oleh Abu Al-Wafa Ibn „Aqil, siyasah adalah suatu tindakan 

yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih menjauhi 

dari kerusakan, kendati pun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah juga 

tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.
13

 Sudah sangat jelas disebutkan 

bahwa kemaslahatan ummat merupakan hal yang paling penting untuk 

dilaksanakan. Pemimpin kita pun menyatakan “Saya ingin tegaskan bahwa 

keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita 

putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah 

pembubaran kerumunan”, ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat 

terbatas untuk membahas laporan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan 

ekonomi nasional di istana merdeka, Jakarta, Senin.
14

  

Dalam kajian siyasah pun, proses pemilihan kepala daerah menjadi poin 

penting dalam kehidupan bernegara. Bahkan disebutkan dalam kitab al-ahkam al-

sulthaniyah, imam al-mawardi mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu 

tema yang bertujuan menggantikan kenabian. Yang fungsinya mengatur urusan 

dunia serta menjaga agama. Oleh sebab itu, mengangkat pemimpin bagi orang 

yang tinggal dalam suatu negara hukumnya wajib berdasarkan ijma (kesepakatan) 

ulama. Dengan kata lain memilih pemimpin itu berpahala. Alasannya, karena 

menjaga eksistensi kepemimpinan dalam suatu negara dan kekuasaan. Ibnu 

taimiyah dalam al-siyasah al-syar‟iyah mengatakan bahwa enam puluh tahun 

dibawah kepemimpinan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik ketimbang 

satu malam tanpa ada kepemimpinan.
15

 Selain itu, dengan adanya kepemimpinan, 

masyarakat dapat menjalankan perintah Allah SWT. Segala aktivitas ini dapat 

dilakukan apabila negara dalam keadaan aman, tidak ada perebutan kekuasaan, 

dan masyarakat di level bawah untuk terhadap pemimpin yang dipilih dengan cara 
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yang sah berdasarkan kesepakatan bersama yang dalam hal ini sesuai dengan 

ketatanegaraan kita yang berlaku salah satunya yaitu dengan pilkada.
16

 

Merujuk pada hal tersebut, peneliti melihat ada beberapa hal yang perlu dikaji 

lebih lanjut mengenai kondisi pandemi ini terhadap kestabilan politik negara kita. 

Terutama menyangkut pemilihan pemimpin yang kedepannya akan menjadi 

penggerak roda pemerintahan kita. Adanya dua hal inti yang perlu dipertahankan 

yakni mengenai keselamatan rakyat mengingat penyebaran virus ini terus meluas 

dan juga kebutuhan negara dalam melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sangat penting karena 

merupakan amanat yang tertuang  dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 

Pasal 201 Ayat 6. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem 

demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, 

bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi.  

Penerapan manajemen krisis dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 

mutlak harus dilakukan. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah 

pandemi covid-19, manajemen krisis secara sederhana dapat dimaknai sebagai 

Pilkada Serentak dengan konsep new normal. Pilkada dengan konsep new 

normal adalah pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang 

ketat. Setiap aktivitas, proses, dan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol 

kesehatan, termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 

2020. 
17

.   

Dalam pelaksanaan pilkada, aspek-aspek yang diperhitungkan diantaranya 

mengenai partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan 

aspek penting dari demokrasi yang juga merupakan ciri dari modernisasi politik. 

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara mengikuti dan memahami 
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masalah politik. Tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap pertanda 

buruk karena dapat diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh 

perhatian pada masalah kenegaraan.
18

 Dengan kata lain, partisipasi politik 

merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau 

pengambilan kebijakan atau sekelompok orang dalam penentuan atau 

pengambilan kebijakan pemerintah dalam pemilihan pemimpin yang dilakukan 

secara langsung. 

Kesuksesan pemilu tidak bisa lepas kaitannya dengan tingkat partisipasi. 

Salah satu ukuran dalam kesuksesannya adalah jumlah pemilih. Setelah 

pelaksanaan pilkada serentak 2020 berdasarkan data yang didapat, data 

menunjukan partisipasi pemilih pilkada 2020 kabupaten Bandung sebanyak 

1.657.795 suara sah yang masuk dalam rekapitulasi, dan 53.847 suara tidak sah. 

Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat Kab. Bandung yang tercatat 

menggunakan hak pilihnya yakni 1.711.641 orang. Yang mana secara keseluruhan 

angka pemilih dalam pilkada 2020 di Kab. Bandung ini tidak mencapai target 

KPU nasional, yakni 77,5 persen. Tingkat partisipasi yang dapat dicapai hanya 

sebanyak 72,18 persen.
19

 Kendati demikian, apabila melihat data pilkada 2015, 

dari 2.508.809 angka pemilih yang menggunakan hak pilih nya itu sebanyak 

1.578.065 yang berarti sebanyak 62,90% angka partisipasi pilkada 2015.
20

 

Adanya peningkatan sebanyak 9% menjadi hal yang cukup takjub. Yang mana 

pelaksanaan pilkada sekarang dilaksanakan tidak dalam kondisi biasa, namun di 

tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi suatu yang menarik untuk 

menjadi bahan kajian dalam proses ketatanegaraan.  
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20
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Keadaan ini menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

bagaimana pelaksaaan pilkada serentak yang dilakukan di tengah kondisi pandemi 

dengan berbagai pertimbangan permasalahan yang ada maka penulis mengambil 

judul “ANALISIS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK PADA MASA 

PANDEMI COVID-19 SESUAI PKPU NO 6 TAHUN 2020 DI KAB. 

BANDUNG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara spesifik 

permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar atau landasan komisi pemilihan umum tetap 

menggelar pilkada serentak di tengah kondisi pandemi covid-19? 

2. Bagaimana strategi komisi pemilihan umum Kab. Bandung dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di 

tengah kondisi pandemi covid-19? 

3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pilkada di 

tengah kondisi pandemi covid-19? 

 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui fakta-fakta empiris yaitu : 

1. Untuk mengetahui dasar atau landasan komisi pemilihan umum tetap 

menggelar pilkada di tengah kondisi pandemi covid-19. 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan komisi pemilihan 

umum Kab. Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat 

dalam pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi covid-19. 
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3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pilkada 

di tengah pandemi covid-19. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang 

diantaranya : 

1. Kegunaan teoritis 

a. Diharapkan menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan secara umum dan khusus di bidang keilmuan hukum tata 

Negara dalam memahami kebijakan KPU dalam pelaksanaan pilkada di 

tengah kondisi pandemi covid-19. 

b. Dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa/i, 

untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau 

yang serupa. 

c. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat secara 

umum mengenai proses pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi 

covid-19. 

2. Kegunaan praktis 

a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah 

dan Hukum 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi mahasiswa/i hukum tata Negara mengenai 

pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi covid-19. 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut hal ini ada beberapa kerangka pemikiran yang diambil oleh peneliti 

untuk meneliti permasalahan ini diantaranya : 
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1. Teori kedaulatan rakyat 

Sebuah Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan 

rakyat berarti segala kegiatan pemerintahan yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan undang-undang ini adalah penjelmaan 

kehendak dari sebagian besar rakyat, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” 

sebuah kalimat yang tepat untuk menggambarkan konsep demokrasi di Negara 

ini. Nilai-nilai demokrasi ini diterapkan dalam berbagai penyelesaian masalah 

secara damai dan melembaga, sehingga apabila terjadi perubahan, dilakukan 

secara damai melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-

wakil rakyat dalam sebuah lembaga, dengan memperhatikan kehendak dari rakyat 

itu sendiri, dengan harapan mengakui keberagaman serta menjamin terwujudnya 

keadilan yang merata.  

Kedaulatan rakyat atau demokrasi inilah yang menjadi dasar pemikiran para 

pendiri negara Indonesia dahulu. Konsep dari prinsip kedaulatan rakyat secara 

umum menyatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang oleh siapa dan 

bagaimana ia ingin dipimpin. Sebagai manusia dan warga Negara, kedudukan 

seluruh anggota masyarakat itu sama, dan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada 

orang atau suatu kelompok yang begitu saja berhak memerintah orang lain, 

kewenangan pun harus berdasarkan kesepakatan serta penugasan para warga 

masyarakat itu sendiri. Prinsip tersebut sesuai dengan hak setiap orang untuk 

menentukan dirinya dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, 

pemerintahan oleh satu orang (monarki absolut dan diktator) dan oleh beberapa 

orang (sebuah elit ideologis atau teknokratis dan lainnya) tidak memiliki 

legitimasi etis.
21
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Rosseau mengungkapkan bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan berupa 

pernyataan kehendak. Kehendak dari rakyat iu sendiri disampaikan dengan 2 cara, 

yaitu : 

a. Kehendak rakyat seluruhnya (volunte de tous). Hanya digunakan oleh 

rakyat pada saat Negara dibentuk, yaitu melalui suatu perjanjian. 

b. Kehendak sebagian rakyat (volunte generale). Digunakan setelah Negara 

berdiri dengan cara melalui sistem suara terbanyak.
22

 

2. Teori hierarki perundang-undangan 

Dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas dalam proses 

pembentukan sebuah undang-undang, misalnya : asas lex spesialis derogate legi 

generalis, asas lex superior derogate legi inferiori, yang pada intinya aturan yang 

khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang 

umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal lainnya, asas lex posterior 

derogate legi priori yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada 

aturan yang lama. 

Mengenai konsep tentang tata urutan perundang-undangan pada dasarnya 

mengandung beberapa prinsip sebagai berikut : 

Pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya 

dapat dijadikan landasan atau dasar hukum baik peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah atau berada dibawahnya. 

Kedua, peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber 

atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
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Keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti 

atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling 

tidak dengan yang sederajat. 

Kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi 

yang ama, peraturan yang terbaru arus diberlakukan walaupun tidak dengan 

secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, 

peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 

Perlu adanya sebuah mekanisme yang dapat menjaga serta menjamin agar 

prinsip-prinsip tersebut tidak dilanggar atau diabaikan menjadi sebuah 

konsekuensi yang timbul dari prinsip-prinsip diatas. Mekanisme yang bisa 

dilakukan yaitu dengan sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan pemerintah lain terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya atau tingkat 

tertinggi yakni UUD. Tanpa adanya konsekuensi tersebut, tata urutan menjadi 

suatu hal yang tidak berarti. Hal tersebut menyebabkan peraturan perundang-

undangan yang tingkatnya lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
23

 

3. Peraturan KPU dalam hierarki perundang-undangan 

Peraturan komisi pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan PKPU 

tidak tercatat secara jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Memang 

jika kita membaca sekilas ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No 12 tahun 2011, tidak 

akan kita temukan frasa “peraturan KPU” di dalamnya. 

Namun apabila dikaji lebih lanjut, peraturan KPU sebagai bagian dari hierarki 

peraturan perundang-undangan akan nyata dalam substansi pasal selanjutnya, 

yaitu pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011. Ketentuan ayat tersebut 
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menyatakan bahwa : jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)mencakup peraturan perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 

ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat 

daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, 

komisi yudisial, bank Indonesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang 

setingkat yang dibentuk dengan untermindang-undang atau pemerintah atas 

perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, 

bupati/walikota kepala desa atau yang setingkat. Selanjutnya ketentuan ayat 2 

menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sudah jelas bahwa PKPU masuk 

kedalam kategori peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang 

dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. 

Lebih lanjut, PKPU jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang 

kepada KPU. 

PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi 

kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan pemilu. 

PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 

tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa “untuk menyelenggarakan 

pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk peraturan 
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KPU dan keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan”.
24

 

4. Teori urgensi kepemimpinan 

Model serta bentuk kepemimpinan yang berbeda-beda menunjukan bahwa 

Islam tidak mematok bentuk peralihan kepemimpinan yang harus diikuti, namun 

Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditaati yakni peralihan 

kepemimpinan itu harus sejalan dengan prinsip musyyawarah beruba kebebasan, 

keadilan dan demokratis. Walaupun konsepnya berbeda-beda mulai dari sistem 

alamiah, musyawarah, pemilihan, dan bai‟at atau penunjukan langsung namun 

pada dasarnya kekuasaan pada masa nabi Muhammad SAW dan 

khulafaurrasyidin dijalankan dengan sistem musyawarah dan pemilihan walaupun 

dengan teori yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apapun bentuk dan siapapun 

orang yang akan dipilih dalam sistem politik modern saat ini boleh saja asalkan 

dilakukan secara musyawarah, bebas, terbuka, jujur dan penuh keadilan. 

Saat ini kita sudah melewati pilkada serentak yang mana  tujuan 

dilaksanakannya pilkada serentak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk 

menciptakan iklim demokrasi yang bermartabat, jujur dan adil. Dimana 

didalamnya partisipasi warga negara menjadi faktor yang menentukan calon 

pemimpin bangsa atau daerah ke depan. Pandangan ini berangkat dari asumsi 

untuk mendorong proses demokratisasi secara luas, terbuka dan adil. Setiap warga 

negara dengan bebas tanpa tekanan dan pengaruh apapun bebas mempergunakan 

hak politiknya untuk memilih pemimpin yang ia inginkan sesuai dengan hati 

nuraninya.   

Sudah menjadi hal yang wajar jika masyarakat senantiasa menginginkan 

tampilnya seorang pemimpin yang adil pada setiap pemilihan umum maupun 

pilkada. Islam menyebut pemimpin yang adil itu dengan istilah “imamun „adilun” 
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sebagai salah satu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat 

nanti disaat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah SWT. 

Dari Abu Hurairoh RA bahwa  dari nabi Muhammad SAW bersabda :  

ُُرَيْرَجَ ـ رضى الله عٌَ ـ عَيِ الٌَّثِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ  “ عَيْ أتَِي  مَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ    ْْ َِ يَ ُ ذعَاَلَى فِي ظِلِّ نُ اللََّّ ُِ َُ إِهَامٌ سَثْعَحٌ يظُِلُّ

 ِ رَجُلاىَِ ذحََاتَّا فِي اللََّّ َّ رَجُلٌ قَلْثَُُ هُعلََّقٌ فِي الْوَسَاجِدِ،  َّ  ،ِ شَابٌّ ًَشَأَ فِي عِثاَدَجِ اللََّّ َّ قَا عَدْلٌ،  ذََرََّ َّ  َِ ْْ  اجْروََعاَ عَلَ

جَوَالٍ فَقاَلَ إًِِّي أخََا َّ ٌْصِةٍ  رَجُلٌ دَعَرَُْ اهْرَأجٌَ ذاَخُ هَ َّ  ، َِ ْْ َُا حَرَّى لاَ ذعَْلَنَ عَلَ قَ تصَِدَقَحٍ فَأخََْاَ رَجُلٌ ذصََدَّ َّ  ،َ فُ اللََّّ

ٌَاٍُ  ْْ ََاضَدْ عَ َ خَالِْاً فَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللََّّ َّ َِقُ يَوٌَُُِْ،  ٌْ ” شِوَالَُُ هَا ذُ هرَق علَْ    . 

Artinya :  

Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada 

hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Pertama, Pemimpin yang 

adil. Kedua, Pemuda yang tumbuh diatas kebiasaan „ibadah kepada Rabbnya. 

Ketiga, Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Keempat, Dua orang yang 

saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga 

berpisah kecuali karena Allah. Kelima, Lelaki yang diajak (berzina) oleh 

seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu dia berkata, „Aku 

takut kepada Allah‟. Keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-

sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh 

tangan kanannya. Ketujuh, Orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan 

sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis 

“Imamun „adilun” adalah golongan yang pertama disebutkan oleh Nabi Saw 

sebagai golongan yang pertama mendapatkan pertolongan Allah Swt. Penyebutan 

pertama imam atau pemimpin yang adil ini bukan tanpa makna. Penyebutan 

pertama imam atau pemimpin yang adil menunjukkan betapa pentingnya keadilan 

imam atau pemimpin. Penyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil 

menandai nilai kehadirannya di tengah masyarakat karena berurusan dengan 

kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak, terutama sebagai pihak yang 

paling pertama memenuhi kelompok dhuafa dan kelompok masyarakat yang 

terpinggirkan haknya. 
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Umar bin Khatthâb Radhiyallahu anhu berkata, “Islam tidak akan tegak 

kecuali dengan jamaah, dan jamaah tidak akan tegak kecuali dengan pemimpin, 

sedangkan pemimpin tidak akan tegak kecuali dengan ketaatan kepadanya”
25

 

Dan al-afwah al-audi berkata : 

نْ سَادُّا ُِ الَ َِّ لَا سَرَاجَ إذِاَ جُ َْ و ُِ ضَى لَا سَرَاجَ لَ ْْ  لَا يصَلحُُ الٌَّاسُ فَ

Artinya  

Manusia tidak akan menjadi baik bahkan akan kacau tanpa pemimpin dan 

dianggap tidak ada pemimpin jika orang-orang bodoh mereka yang 

memimpin
26

 

Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya‟ Ulumuddin berkata, 

“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan 

fondasi dan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki 

pondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tidak mempunyai pengawal akan tersia-

siakan”. Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ibn Taimiyyah dalam As-Siyasah Al-

Syar‟iyyah fi Ishlah Al-Ra‟i Wa Al-Ra‟iyyah berucap, “Sesungguhnya mengatur 

urusan manusia (dalam sebuah negara dan pemerintahan) adalah kewajiban yang 

paling utama dalam agama. Karena agama tidak akan tegak secara sempurna, 

kecuali dengan dukungan pemerintahan”. 

Dari perkataan dua tokoh Islam diatas dapat disimpulkan, bahwa memilih 

pemimpin hukumnya adalah wajib. Kehidupan manusia tentu akan kacau jika tak 

ada pemimpin. Kita tahu pelaksanaan Pilkada dalam rangka nashbul imam atau 

mengangkat pemimpin. Karena itu, semua umat Islam wajib mengikutinya. 
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Melalui Pilkada, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi 

pemimpinnya (gubernur, bupati/walikota). Calon pemimpin yang patut dipilih 

setidaknya harus mempunyai dua kualifikasi, yaitu kecakapan atau keahlian 

(fathanah) dan bersifat amanah (dapat dipercaya). “Sesungguhnya sebaik-baik 

orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan dan dapat 

dipercaya”. 

Namun, jika dikehendaki lebih komprehensif seharusnya seorang pemimpin 

harus memiliki empat sifat sebagai berikut: Siddiq (jujur), Amanah (dapat 

dipercaya), Tabligh (menyampaikan) dan Fathanah (cakap). Sifat-sifat inilah yang 

secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung Rasulullah Muhammad SAW. 

Pemimpin suatu daerah sudah semestinya mempunyai sifat kepemimpinan seperti 

Rasulullah. Ini semua dalam upaya membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi 

masyarakat yang dipimpinnya. 
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